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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Kualitas pelayanan merupakan sebagai untuk memenuhi keperluan 

pemohon dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu. Kemiskinan saat 

sekarang ini menjadi persoalan di berbagai Negara-negara, termasuk Negara kita 

sendiri yaitu di Indonesia1. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan 

program dan langkah untuk meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia. Salah 

satunya dengan cara mengeluarkan program surat keterangan tidak mampu 

(SKTM). Surat Keterangan Tidak Mampu hanya khusus bagi rakyat yang 

tergolong tidak mampu dan miskin. Tujuan program tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan kesehatan bagi setiap orang iurannya dibayar oleh 

Pemerintah. Tujuan pemerintah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu 

adalah sebagai tujuan mengurangi beban bagi keluarga yang kurang mampu, dan 

membantu keluarga kurang mampu dalam pembagian bansos, dalam pendidikan 

melanjutkan sekolah bagi anak anak yang kurang mampu, berobat, mencari 

beasiswa, mendapatkan subsidi listrik, permohonan bantuan lain-lainnya. Saat 

sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak menuntut ilmu dalam pendidikan, karna 

pemerintah telah membantu untuk keluarga kurang mampu memfasilitasi 

kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.  

                                                           
1 https://ekonomi.kompas.com/kemiskinan-masih-jadi-tantangan- besar-indonesia html 

diakses pada tanggal 10/12/2021 pkl 22.53 WIB 
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Dalam peningkatan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia 

tidak bisa dilakukan hanya dari pihak aparatur saja. Keikutsertaan masyarakat 

untuk berperan aktif dalam memberikan berupa masukan dan kritikan saran  serta 

melakukan komplain kepada penyedia jasa pelayanan umum harus dilakukan oleh 

masyarakat agar peningkatan dalam menjalani kualitas dan mutu pelayanan publik 

dapat terlaksana. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup 

dengan sendirinya perlu bantuan dari orang lain serta terus tumbuh dan 

berkembang biak dalam mencukupi kehidupan keseharian nya. Surat Keterangan 

Tidak Mamp ini bukan sekedar dari  suatu bentuk hukum, namun hanya bersifat 

pengantar dari RT yang selanjutnya diketahui oleh Lurah yang digunakan sebagai 

untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasinya, seperti 

dalam bentuk bantuan mendapatkan beasiswa bidik misi, pelayanan di rumah sakit 

dan kebutuhan – kebutuhan lainnya untuk mempermudah masyarakat kurang 

mampu tersebut. 

Manusia tumbuh dan berkembang kemudian melanjutkan ke jenjang 

pendidikan sekolah baik swasta atau sekolah negeri yang disubsidi oleh 

pemerintah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga tingkat PTN yang 

memerlukan pengurusan berbagai macam surat-surat atau formulir dan ketika 

meninggalpun keluarga kita mengurus surat kematian di kelurahan untuk 

mendapat kapling di TPU (Tempat Pemakaman Umum)2. Maka dikeluarkan 

aturan bagi masyarakat tidak mampu dapat mengurus surat keterangan tidak 

mampu dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Surat 

                                                           
2 Wahyudi Kumorotomo, 2008, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta, 

hlm. 155. 
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tersebut dapat digunakan untuk bebas biaya sekolah maupun bantuan dari 

pemerintah. 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada instansi yang 

bersangkutan. Dijalankan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

diatur dan ditetapkan. Pemerintah hakekatnya adalah memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang berkepentingan pada instansi – instansi pemerintahan. 

Instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas harus memberikan layanan publik 

yang profesional, efektif, transparan, terbuka, tepat waktu dan respon yang cepat 

terhadap keluhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dilihat dari bagaimana 

pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan kepada masyarakat. Kualitas 

pelayanan sangat mempengaruhi dalam proses pelayanan. 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan dalam kualitas pelayanan yang baik 

tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada 

prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan 

lain-lain 
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6. Keseimbangan hak dan kewajuban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

 

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

mengamanatkan sebagaimana bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, 

sebagai untuk memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan 

kesejahteraan bangsa. Dalam ketentuan Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :  

(1) Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara  

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan  

(3) Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang -undang 

 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 

Komponen Standar Pelayanan, yang dimaksud dengan komponen standar 

pelayanan yang terkait dengan proses penyampian pelayanan meliputi 

persyaratan, sistem dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk 

pelayanan, dan penanganan pengaduan. Dalam pemenuhan kriteria agar 

mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu benar benar keluarga tersebut dari 

segi ekonomi yang tergolong kurang. Maka berhak lah keluarga tersebut 

mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu untuk keperluan. Pelayanan pada 
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dasarnya dapat diartikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi 

baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan3.  

Pelayanan publik dapat disamakan dengan terminologi pelayanan 

pemerintah(government service) yang diartikan sebagai pemberian pelayanan oleh 

agen pemerintah melalui pegawainya4. Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan 

itu adalah pengabdian dan pengayoman5. Berdasarkan ketentuan Pasal I Angka I  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang 

dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi  

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, 

 (1) perihal atau cara melayani;  

(2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan 

(uang); 

(3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau 

jasa. 

 

Pelayanan publik yang berkualitas yang lebih baik perlu ada upaya 

terhadap peningkatan kualitas dalam kepentingan publik. Menurut Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) menegaskan bahwa pelayanan 

                                                           
3 Harbani, 2007,Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, hlm. 137. 
4 Hardiyansyah, 2018, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 2 
5 Ibid, hlm. 14 
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berkualitas harus sesuai. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 81 Tahun 1995 menjelaskan tentang bagaimana : 

1. Keserdehanaan, ialah tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, 

cepat dan tidak berbelit –belit dan mudah dipahami. 

2. Kejelasan dan kepastian, menyangkut ; 

a. Prosedur /tata cara pelayanan umum 

b. Persyaratan pelayanan umum,baik teknis maupun administratif 

c. Unit kerja /pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan umum 

d. Rincian biaya /tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya 

e. Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan 

umum berdasarkan bukti –bukti penerimaan permohonan 

/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemprosesan 

pelayanan umum 

f. Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat) 

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses hasil pelayanan umum dapat 

memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan 

kepastian hukum. 

4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan 

kerja/ pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu 

penyelesaian dan rincian biaya/ tarif dan hal yang lain berkaitan dengan 

proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 

5. Efisien, meliput : 

a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan umum yang diberikan 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, 

dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan 

persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan 

secara wajar dengan memperhatikan : 

a. Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya 

yang tinggi diluar kewajaran 

b. Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar 

secara umum 

c. Ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
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7. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum 

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil. 

8. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.  

 

Kegiatan yang memberikan barang dan jasa kepada masyarakat, 

sedangkan konsep kualitas pelayanan publk merupakan idealitas harapan 

masyarakat selama ini6. Sebagai pemberi pelayanan harus menjalankan tugas nya 

sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah diatur sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut masyarakat akan mengetahui apa yang menjadi hak dan 

kewajiban sebagai warga Negara dalam pelayanan. Pemerintah mempunyai 

peranan penting dalam memberikan suatu layanan publik yang prima bagi semua 

penduduknya sesuai yang  ditetapkan dalam Undang Undang.  

 Pelayanan publik masih  memiliki beberapa kelemahan, sehingga belum 

dapat mencapai kualitas yang diharapkan bagi masyarakat. Hal yang paling 

menonjol sebagai kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik tersebut 

adalah banyaknya penyalahgunaan kewenangan (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 

dan lemahnya kompetensi dari aparatur penyelenggara pelayanan, disamping 

sistem pelayanan, fasilitas pelayanan, dan sebagainya.7 Standar Pelayanan Publik 

menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam Pasal 7 

Tahun 2003, sekurang-kurangnya meliputi:  

(1) Prosedur pelayanan;  

(2) Waktu Penyelesaian;  

                                                           
6 Deddy Mulyadi,dkk, 2018, Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik, Alfabeta, 

Bandung, hlm. 30 
7 Ibid, hlm. 53 
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(3) Biaya Pelayanan;  

(4) Produk Pelayanan;   

(5) Sarana dan Prasarana;  

(6) Kompetensi petugas pelayanan.  

 

Tujuan Utama dari pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu supaya masyarakat mendapatkan keringanan dalam kehidupan 

maupun dalam pengurusan administrasi sekolah serta bantuan basnas maupun 

bantuan dari pemerintah . Kepuasan pengguna layanan adalah sebagai bentuk 

salah satu ukuran kualitas pelayanan dan merupakan alat dapat di percaya dalam 

membantu menyusun suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sistem 

pelayanan pada setiap unit pelayanan8.  

Di sisi lain, kepuasan publik merupakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga 

pelayanan publik harus fokus pada pemenuhan permintaan publik tertinggi dari 

segi kualitas dan kuantitas. Bisa dinilai dari bagaimana kinerja pelayanan menjadi 

kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat 

jasa9.Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan10. Nilai untuk peduli 

terhadap orang lain dapat membantu mewujudkan kepercayaan11. Hal inilah yang 

sangat diharapkan oleh masyarakat. Terhadap adanya kepedulian yang sangat 

                                                           
8 Badu Ahmad, 2018,Pelayanan Publik: Teori dan Praktik, Manggu Makmur Tanjung 

Lestari, Bandung, hlm 47 
9  Ibid, hlm.  48 
10  Hardiyansyah, 2018, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 20 
11 Abas, 2017, Etika Di Ruang Publik, Alta Utama, Depok, hlm. 212 
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tinggi dalam memberikan pelayanan sesuai harapan dan keinginan masyarakat. 

Masyarakat akan merasakan bagaimana hak nya sebagai masyarakat mendapatkan 

pelayanan yang baik dari pemerintah.   

Dalam penyelenggaraan pembuatan surat keterangan tidak mampu di 

Kantor Kelurahan Pasar Pandan Air Mati harus dijalankan secara baik oleh staf 

yang melayani sesuai standar yang telah ditetapkan didalam peraturan supaya 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat serta 

memberikan kenyamanan. Adapun kendala terhadap pelayanan publik dalam 

pengurusan pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Pasar Pandan 

Air Mati, Kota Solok terkait dengan kualitas, sarana dan prasarana fasilitas yang 

harus dilengkapi. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian di 

Kelurahan Pasar Pandan Air Mati,Kota Solok. Dalam hal Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Tanjung Harapan sebagai salah satu 

kelurahan yang ada di Kota Solok yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 

Standart Operating Procedures (SOP) adalah istilah bahasa inggris diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia menjadi Prosedur Operasi Standar atau prosedur 

operasi. Istilah lain yang digunakan dalam bahasa Indonesia ialah PROTAP atau 

Prosedur Tetap.  

Berdasarkan latar belakang diatas menyebabkan penulis melakukan 

penelitian dengan judul “KUALITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN 

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KANTOR KELURAHAN 

PASAR PANDAN AIR MATI  KOTA SOLOK”. 
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B.Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan pegawai Kantor Kelurahan Pasar 

Pandan Air Mati Kota Solok dalam pembuatan  Surat Keterangan 

Tidak Mampu?  

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pegawai Kantor Kelurahan Pasar 

Pandan Air Mati Kota Solok dalam pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu di Kantor Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kota 

Solok? 

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan pegawai Kantor Kelurahan Pasar 

Pandan Air Mati Kota Solok dalam meningkatkan kualitas pelayanan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa  kualitas pelayanan pegawai Kantor Kelurahan 

Pasar Pandan Air Mati Kota Solok dalam pembuatan  Surat 

Keterangan Tidak Mampu?  

2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi pegawai Kantor Kelurahan 

Pasar Pandan Air Mati Kota Solok dalam pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu di Kantor Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kota Solok 

? 

3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan pegawai Kantor Kelurahan 

Pasar Pandan Air Mati Kota Solok dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan ? 
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D. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum 

Sosiologis. Penelitian sosiologis ini dipilih karena untuk menyajikan data 

sebagaimana secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada 

dilapangan. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu 

menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan 

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang 

ada12 

2. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan 

Data Sekunder 

a. Data Primer 

Data Primer sebagai data yang didapatkan secara langsung 

dari sumber utama yang diteliti yaitu dengan melakukan penelitian 

di Kantor Kelurahan PPA, Kota Solok dan Masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder sebagai data yang didapatkan dari Data 

Primer yang berhubungan erat membantu menganalisa dan 

                                                           
12 Soejonno, H.Abdurrahman, 2005,Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, 

Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Kedua, Hlm 105-106 
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memahami dari hukum primer dan hukum sekunder. Sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data13 

Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan 

Hukum Sekunder antara lain : 

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari : 

a. Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik. 

c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

d. Undang Undang Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Tentang 

Pelaksanaan Tugas Lurah. 

e. Undang Undang Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 12 Tentang 

Melaksanakan Tugas Lembaga Kemasyarakatan. 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. 

                                                           
13 Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta,Bandung, 

Hlm 194 
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g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2014 Tentang komponen standar pelayanan 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 

2005 Pasal 3 Tentang Pengertian Kelurahan 

i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 

Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Publik. 

j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Penetapan Dasar 

Pengukuran IKM. 

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2005 Tentang Kelurahan. 

l. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan Hukum 

Sekunder terdiri dari Undang Undang, buku-buku, jurnal,maupun 

media massa seperti media elektronik dan media cetak berupa 

buku. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier sebagai petunjuk atau kejelasan dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini 

penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) . 

3.Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,berbagai 

sumber,dan berbagai cara.14 Didalam penelitian ini penelitian 

menggunakan;  studi dokumen dan wawancara.  

a. Studi Dokumen 

Teknik ini menggunakan dengan cara meminta data-data dari pihak 

Kantor Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) Kota Solok. Hal tersebut 

bertujuan agar informasi yang diperoleh peneliti benar dari objek yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian di Kantor Kelurahan Pasar Pandan Air 

Mati Kota Solok 

b. Wawancara 

Teknik ini menggunakan tatap muka secara langsung kepada 

narasumber agar data yang didapatkan lebih akurat dan meminta ide-ide 

dari para pihak . Narasumber pada penelitian ini sebanyak 4 (Empat) orang 

( Bapak Adnan Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat, Staf Indy, Fitri, yulita 

) Aparatur Negara di Kantor Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kota 

Solok. Dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu terdapat 102 

                                                           
14 Ibid 
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KK, dari jumlah tersebut dijadikan sampel 10 (Sepuluh) orang yakni Osni 

Yulita, Nurhayati, Nurnelis, Nilam Sari, Yulita Verawati, Netri Fitri Yanti, 

Bakri, Zulmiyati, Dewi Murni, Dicky Chaniago. informan dari masyarakat 

yang terdaftar Program Kesejahteraan Harapan (PKH) di Kelurahan Pasar 

Pandan Air Mati Kota Solok. 

4.Analisa Data 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian merupakan kegiatan 

yang menggunakan penalaran empiric dan atau non empiric dan memenuhi 

persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan 15. Analisa data 

gabungan antara semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Selanjutnya peneliti menganalisa dengan analisa data kualitatif, 

sebagai gambaran hasil dari penelitian dengan kalimat yang mudah 

dipahami dan dimengerti berdasarkan fakta yang diperoleh di Kantor 

Kelurahan Pasar Pandan Air Mati,Kota Solok dan Masyarakat.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

hlm. 2 

UNIVERSITAS BUNG HATTA


